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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut
kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Filsafat
Pancasila: Ontologi, Epistimologi, Aksiologi dalam Kehidupan
Berbangsa” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga
buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah
wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan
tentang Filsafat Pancasila.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini
terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna,
sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak”
dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari
itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima
berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut
tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus
melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa
yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian
proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa
hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi
semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan
ilmu pengetahuan di Indonesia.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENULISAN BUKU

Filsafat Pancasila menempati posisi yang sangat strategis dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya
dipahami sebagai dasar negara yang bersifat konstitusional, tetapi juga
sebagai sistem nilai dan pemikiran filosofis yang menjiwai seluruh aspek
kehidupan nasional, mulai dari bidang politik, hukum, pendidikan, ekonomi,
hingga kebudayaan. Namun demikian, dalam praktik kehidupan
kontemporer, pemahaman terhadap Pancasila sering kali mengalami
penyempitan makna, sekadar dihafal sebagai rumusan lima sila tanpa
penghayatan filosofis yang mendalam. Kondisi ini menimbulkan jarak antara
nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang dihadapi bangsa Indonesia saat
ini.

Latar belakang penulisan buku ajar ini berangkat dari kebutuhan
akademik dan praktis untuk menghadirkan kajian Filsafat Pancasila yang
sistematis, komprehensif, dan kontekstual. Di lingkungan perguruan tinggi,
mata kuliah Filsafat Pancasila sering kali diposisikan sebagai mata kuliah
normatif, sehingga kurang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk
berpikir kritis, reflektif, dan filosofis. Akibatnya, Pancasila belum
sepenuhnya dipahami sebagai sistem filsafat yang hidup dan relevan
dengan persoalan-persoalan aktual bangsa, seperti krisis moral, degradasi
karakter, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, serta tantangan
globalisasi dan modernisasi.

Urgensi penulisan buku ini semakin kuat ketika dihadapkan pada
realitas perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Arus globalisasi,
perkembangan teknologi informasi, serta penetrasi nilai-nilai asing
membawa dampak signifikan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku
masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dalam situasi demikian,



KONSEP DASAR FILSAFAT

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa lahir dari
proses pemikiran dan refleksi yang mendalam terhadap kehidupan manusia
Indonesia dalam konteks sosial, budaya, dan spiritualnya. Oleh karena itu,
Pancasila tidak cukup dipahami secara normatif atau yuridis semata, tetapi
perlu dikaji sebagai hasil pemikiran filosofis yang memuat pandangan
tentang manusia, masyarakat, dan nilai kehidupan. Dalam hal ini, filsafat
berperan sebagai sarana refleksi kritis untuk memahami makna Pancasila
secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Bab ini membahas konsep dasar filsafat sebagai landasan berpikir
dalam memahami Pancasila, meliputi pengertian filsafat, ruang lingkup
kajiannya, serta perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
pendidikan. Pendekatan reflektif dan kritis digunakan untuk menghindarkan
pemahaman Pancasila yang bersifat dogmatis, serta menempatkannya
sebagai sistem nilai yang hidup dan terbuka terhadap penafsiran. Dengan
kerangka ini, Bab Il menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya, sehingga
Pancasila dapat dipahami tidak hanya sebagai warisan historis, tetapi juga
sebagai landasan intelektual dan moral yang terus dikembangkan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT FILSAFAT

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang terdiri atas
kata philo (cinta) dan sophia (kebijaksanaan). Secara etimologis, filsafat
berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam pengertian terminologis, filsafat
dipahami sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang paling
hakiki mengenai realitas, pengetahuan, dan nilai melalui proses berpikir
yang rasional, kritis, dan mendalam (Bertens, 2001).



BAB Il

HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI
PANDANGAN HIDUP BANGSA
INDONESIA

Setelah membahas konsep dasar filsafat sebagai cara berpikir yang
kritis dan reflektif, pembahasan selanjutnya diarahkan pada pemahaman
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat tidak hanya
berbicara pada tingkat konsep yang abstrak, tetapi menjadi bermakna
ketika terkait dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam
konteks Indonesia, Pancasila merupakan hasil refleksi filosofis yang
bersumber dari pengalaman sejarah dan kebudayaan bangsa, serta
berfungsi sebagai pedoman dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak
dalam kehidupan bersama.

Bab ini membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan
menempatkannya sebagai sistem nilai yang bersumber dari kepribadian
bangsa Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan filosofis,
sosiologis, dan historis Pancasila, serta perannya dalam membentuk
identitas dan karakter bangsa. Melalui pendekatan yang reflektif dan kritis,
Pancasila dipahami sebagai nilai yang hidup dan terus berkembang,
sehingga dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam menghadapi
berbagai perubahan sosial dan tantangan global tanpa kehilangan makna
dasarnya sebagai pandangan hidup bangsa
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PANCASILA DITINJAU
DARI SEGI PENGETAHUAN ILMIAH

Setelah Pancasila dibahas sebagai pandangan hidup bangsa yang
bersumber dari nilai budaya, sejarah, dan kepribadian nasional, bab ini
mengarahkan perhatian pada dimensi pengetahuan Pancasila.
Menempatkan Pancasila dalam kerangka pengetahuan ilmiah dengan
melihatnya sebagai sistem pemikiran yang dapat dikaji secara rasional dan
sistematis. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa Pancasila
tidak hanya bersifat normatif dan ideologis, tetapi juga memiliki dasar
keilmuan yang relevan untuk dikembangkan dalam kajian akademik.

Bab ini membahas Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu
pengetahuan, termasuk pengertian pengetahuan dan ilmu, serta posisi
Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang memiliki objek kajian dan
kerangka pemikiran yang utuh. Melalui pembahasan ini, Pancasila dipahami
sebagai paradigma yang memberi arah nilai dan tanggung jawab moral
dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

A. PENGERTIAN PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
Pengetahuan (knowledge) merupakan salah satu aspek fundamental
dalam kehidupan manusia. Secara umum, pengetahuan dapat dipahami
sebagai hasil dari proses interaksi manusia dengan realitas, baik realitas
alam, sosial, maupun diri manusia sendiri. Proses ini berlangsung melalui
pengalaman inderawi, pengamatan, pemikiran rasional, serta refleksi kritis
terhadap apa yang dialami. Dengan pengetahuan, manusia mampu
memahami dunia sekitarnya, menafsirkan pengalaman hidup, serta
mengambil keputusan dalam berbagai situasi kehidupan (Bertens, 2013).
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PANCASILA SEBAGAI SUMBER
TERTIB HUKUM INDONESIA

Setelah Pancasila dikaji sebagai sistem pemikiran yang rasional dan
bernilai, pembahasan selanjutnya diarahkan pada peran Pancasila dalam
bidang hukum. Dalam negara hukum Indonesia, Pancasila memiliki
kedudukan yang sangat mendasar karena menjadi sumber nilai dan norma
yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Pancasila berfungsi sebagai
dasar yang memberikan arah dan tujuan bagi pembentukan serta
penegakan hukum agar selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan
kesejahteraan sosial.

Bab V ini membahas Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia
dengan menempatkannya sebagai norma dasar dan cita hukum.
Pembahasan mencakup kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum, hubungannya dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penegakan
hukum. Melalui pembahasan ini ditegaskan bahwa hukum nasional tidak
dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar filosofis negara, sehingga Bab
V menjadi penghubung antara kajian filsafat Pancasila dan pembahasan
lanjutan mengenai jati diri bangsa serta Pancasila sebagai sistem filsafat.

A. PENGERTIAN SUMBER TERTIB HUKUM

Sumber tertib hukum merupakan landasan fundamental yang menjadi
dasar keberlakuan, pembentukan, dan pengembangan hukum dalam suatu
negara. Konsep ini tidak semata-mata menunjuk pada sumber formal
hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, atau kebiasaan, melainkan
mencakup pula sumber nilai dan prinsip dasar yang menjiwai keseluruhan
sistem hukum. Dengan demikian, sumber tertib hukum memiliki kedudukan
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PANCASILA SEBAGALI JATI DIRI
BANGSA INDONESIA

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi
nasional, tetapi juga menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila lahir dari sejarah, budaya, dan
pengalaman hidup masyarakat Indonesia yang beragam. Ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai
dasar yang telah lama hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai pandangan
hidup bersama yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak
bangsa Indonesia.

Sebagai jati diri bangsa, Pancasila berperan penting dalam menyatukan
keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Pancasila
menjadi identitas kolektif yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa
lain, sekaligus menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa
dan bernegara. Pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup berhenti pada
aspek simbolik atau hafalan semata, tetapi perlu diwujudkan dalam sikap
dan perilaku nyata. Melalui pembahasan dalam bab ini, Pancasila akan
dikaji sebagai jati diri bangsa yang harus terus dipahami, dihayati, dan
diamalkan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan
nasional dan global.

A. KONSEP JATI DIRI BANGSA

Jati diri bangsa merupakan konsep fundamental dalam memahami
eksistensi suatu bangsa, baik dalam perspektif filosofis maupun sosiologis.
Secara umum, jati diri bangsa dapat dipahami sebagai identitas kolektif



BAB Vi

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Pancasila dapat dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga
sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki kesatuan dan keterpaduan
makna. Setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling
berkaitan dan saling melengkapi dalam membentuk satu kesatuan nilai.
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial
tersusun secara sistematis dan mencerminkan pandangan hidup bangsa
Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia,
masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, Pancasila memiliki koherensi
internal yang menjadikannya sebagai sistem pemikiran yang utuh dan
konsisten.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan kerangka nilai dan dasar
refleksi dalam memahami serta menyelesaikan berbagai persoalan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi antar sila menunjukkan
bahwa penerapan satu sila tidak dapat dipisahkan dari sila lainnya, karena
seluruhnya saling menjiwai dan memperkuat. Bab ini akan menguraikan
Pancasila sebagai sistem filsafat dengan menekankan keselarasan,
koherensi, dan integrasi nilai antar sila, sehingga Pancasila dapat dipahami
secara lebih mendalam sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam
kehidupan nasional.

A. PENGERTIAN SISTEM DAN FILSAFAT

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani systema
yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang
saling berhubungan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan
tertentu. Dalam pengertian ini, sistem tidak sekadar kumpulan unsur,
melainkan suatu kesatuan yang memiliki struktur, keteraturan, dan relasi



BAB VIII

PANCASILA DALAM KAJIAN ONTOLOGIS,
EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS

Untuk memahami Pancasila secara lebih mendalam, diperlukan
pendekatan filsafat yang menelaah hakikat, dasar pengetahuan, dan nilai
yang dikandung di dalamnya. Dalam kajian filsafat, pendekatan tersebut
dikenal sebagai kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara
ontologis, Pancasila dipahami sebagai sistem nilai yang berakar pada
hakikat manusia dan kehidupan bangsa Indonesia. Secara epistemologis,
Pancasila dikaji sebagai sumber pengetahuan dan kerangka berpikir yang
lahir dari pengalaman historis dan kebudayaan bangsa. Sementara itu,
secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman
dalam menentukan tujuan, sikap, dan tindakan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bab ini membahas Pancasila dalam ketiga kajian tersebut untuk
menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar rumusan normatif, tetapi
merupakan sistem filsafat yang hidup dan aplikatif. Pendekatan ontologis,
epistemologis, dan aksiologis membantu memperjelas kedudukan Pancasila
sebagai dasar pemikiran yang rasional, bernilai, dan bermakna bagi
kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendalaman filsafat
Pancasila diharapkan mampu memperkuat pemahaman kritis dan
kesadaran nilai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan nasional
dan global.
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FILSAFAT PANCASILA DALAM
PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Filsafat Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran dan
konsep, tetapi memiliki peran nyata dalam membentuk karakter bangsa
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip moral dan etika yang
dapat dijadikan pedoman dalam membangun sikap, perilaku, dan
kepribadian warga negara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai dasar yang relevan untuk
menumbuhkan karakter bangsa yang beriman, berperikemanusiaan,
demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, filsafat Pancasila perlu
dipahami dan diinternalisasi secara sadar dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bab penutup, pembahasan ini menekankan aspek aplikatif dan
reflektif dari filsafat Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Bab ini
mengajak pembaca untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila
telah diwujudkan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa, sekaligus
menegaskan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam
menghadapi tantangan moral dan sosial di era modern. Dengan demikian,
filsafat Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi
juga menjadi kekuatan etis yang membentuk karakter bangsa Indonesia
secara berkelanjutan.
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Filsafat Pancasila merupakan landasan filosofis yang
mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapijuga
sebagai sistem filsafatb yang mengandung nilai-nilai fundamental
yang bersumber dari kepribadian, budaya, dan pengalaman
historis bangsa Indonesia. Dalam kajian filsafat, Pancasila dapat
dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu ontologi,
epistemologi, dan aksiologi.

Secara ontologis, Pancasila memandang hakikat realiGas
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang
bersifat monodualis, yakni sebagai individu sekaligus makhluk
sosial. Manusia Indonesia diakui memiliki kedudukan yang setara,
bermartabat, dan saling membutuhkan dalam kehidupan bersama.
Hakikat keberadaan bangsa Indonesia tercermin dalam persatuan
yang menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan
pandangan hidup, sebagaimana tertuang dalam sila-sila
Pancasila.Dari sudut pandang epistemologis, Pancasila menjadi
sumber pengetahuan dan kebenaran yang diperoleh melalui
perpaduan antara akal budi, pengalaman empiris, nilai moral, serta
wahyu liahi. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan melalui musyawarah
dan konsensus para pendiri bangsa dengan berlandaskan pada
kearifan lokal dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan
demikian, Pancasila menjadi pedoman berpikir dalam pengambilan
keputusan politik, hukum, dan sosial.
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